
 

 

 
BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

NOMOR  11  TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 

2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA 

 TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

49/PMK-07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 
Desa; 
 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

247/PMK-07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 
Desa, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu 

Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan 
dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 

SALINAN 



  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5767); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 



tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
 

  12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 288); 
 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 
 

  15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); 
 

  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);  
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4); 



  20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana 
Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 

Tahun 2016 Nomor 2). 
    

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap 
Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 

 

1.  Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 

 
(1) berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan oleh Bupati, 

Desa mengajukan usulan pencairan Dana Desa dengan berpedoman pada 

peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan keuangan Desa. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan 
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus). 

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

(4) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan 
huruf b menyesuaikan dengan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN 

ke RKUD. 

 
2.  Ketentuan  Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

 

(1) Dihapus 
(2) Dihapus 

(3) Dihapus 

 
3.  Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

 
Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 dan Pasal 9 dilengkapi sebagai berikut: 

a. foto kopi rekening koran bank persepsi; dan 



b.  surat penyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

Peraturan Bupati ini. 
 

4.  Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

 

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: 

a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga 
desa tanpa membeda-bedakan; 

b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang 

lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan 

c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi 
desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 
 

(2) Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun 
berdasarkan: 

a. kekerabatan Desa; 

b. hamparan; 
c. pola permukiman; 

d. mata pencaharian; dan/atau 

e. tingkat perkembangan kemajuan Desa. 
 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada 
Pedomana Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 

 

5.  Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan Pasal 17 ayat (6) dihapus, 

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 17 

 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

kepada Bupati setiap tahap penyaluran. 
 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I atau semester I, paling 

lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2016; dan 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II atau semester akhir, 

paling lambat minggu keempat bulan Januari 2017. 
 

(3) Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa oleh kepala Desa. 
 

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menjadi persyaratan 
penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun 2016. 
 

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II menjadi 

persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun 2017. 
 

(6) Dihapus. 

 

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai 
berikut: 



Pasal 19 

 
(1) Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal kepala Desa 

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 
 

(2) Dihapus. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara. 

 
Ditetapkan di Arga Makmur 

pada tanggal 14 Mei 2016          

 

BUPATI BENGKULU UTARA, 
 

ttd 

 
M   I   A   N 

Diundangkan di Arga Makmur 

pada tanggal 16 Mei 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA, 
 

ttd 

 

SAID IDRUS ALBAR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
 

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM 

         SETDAKAB.BENGKULU UTARA 

 

 

 

MARIYAN, SH 
PEMBINA TINGKAT I (IV/B) 

NIP. 19620807 198203 1 010 
 

 


